Curhat SERI I

Bagaimana mungkin sebuah negara sedang berkembang yang sangat KONSUMTIF, tidak pernah berpikir apalagi berbuat untuk menjadi negara PRODUSEN, akan bisa menjadi 500 besar.

Jauh panggang dari api;

bagai pungguk merindukan bulan;

karena ada beberapa KPI (key performance indicator) yang jelas tidak mungkin tercapai, misalnya jumlah paten, Nobel price, dan se levelnya, bahkan koneksi internet saja belum ada backbone utk PT.

Paling realistis belajar dari Korea saja (he he mumpung yg nulis baru dari sana).

Korea bangkit dari kepapaan sejak 1960. Yang pertama dibangun adalah pendidikan vokasi (kursus-kursus)-- pendidikan non-formal. Cita-citanya sederhana, yaitu membuat gerakan nasional bgm menciptakan tukang-tukang yang bisa membangun Korea. Itu berjalan sekitar 20 tahun, baru setelah itu mereka memikirkan sistem pendidikan yang lebih formal, yaitu politeknik (2 tahun) dan vocational-training institute (VTI). Kurikulumnya sangat realistis berdasar kebutuhan negara saat itu, misalnya menjahit, memasak, mengelola rumah makan, membuat radio, membuat TV, membuat semikonduktor, dan ilmu bahan yang lain (plastik, baja, dsb).

Seiring dengan kebangkitan itu kemudian baru terlihat perlunya pendidikan Universitas yang sangat diperlukan utk Research & Development. Namun fakta mengatakan, kebutuhan tenaga super pinter ini (:peneliti)sangatlah sedikit. Kebutuhan nasional terbesar tetaplah tenaga tukang dan teknisi. Korea saat ini sdg menghadapi masalah ini; pengangguran tenaga sarjana. Akhirnya, mereka masuk kursus lalu ujian sertifikasi nasional, baru masuk menjadi teknisi. (demikian reportase dari Korea)

Di Indonesia, karena buaaanyak sekali sarjana, bahkan Doktor yang tidak bekerja sesuai bidangnya, maka yang terbanyak adalah KOMENTATOR, bahasa alusnya KONSEPTOR. Naah, terlalu banyak konsep dan tidak ada yang menjadi tukang dan teknisi utk implementasinya, maka jadilah negara ini negara super. . . .

teruskan sendiri ya , sekedar curhat . . .

www,

nonot

Curhat SERI II

> Logikanya sih, jumlah Poltek mestinya lebih banyak dari Univ/Institut.

> Tapi kenapa ya orang lebih berminat buka Univ ketimbang Poltek ? Penasaran

> deh..

> 

Kalau kita mau berbuat berdasar kebutuhan bangsa (:orang banyak), mestinya begitu Cak Alam; tapi conflict-of-interest alias hawa-nafsu manusia sering kali mendorong kita utk berbuat hanya utk diri sendiri dan jangka pendek.

Hambatan utk berpikir realistis utk org banyak antara lain:

1. pendidikan saat ini dianggap sebagai "INDUSTRI pendidikan"; kondisi ini didukung oleh pola pikir bahwa gelar akademik merupakan faktor penentu utama nasib kita di negeri ini.

2. politeknik itu relativ lebih mahal initial-cost nya atau capital-invesment-nya dibanding PT umum, demikian pula running-cost nya. Maka, ditinjau dari sisi bisnis, membangun politeknik kurang menguntungkan karena return-of-invesment (RoI)-nya lebih lama.

3. dst, dst. 

Sebenarnya, meski tidak harus fanatik membedakan Univ vs Poltek; apabila setiap Univ atau PT memulai membuat sendiri mapping kebutuhan tenaga kerja nasional, baik melalui forum rektor atau pun sendiri-sendiri, rasanya akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa ini. Hasilnya dipakai untuk menyesuaikan program studi yang ada beserta lab-lab nya.

DIKNAS setahu saya, pernah melakukan survey dgn dana TPSDP (utang LN); yang memimpin survey saat itu adalah mantan menteri Abdalah M Saad, tetapi hasilnya tidak ada tindak lanjut dan hasilnya menurut saya memang kurang layak utk level nasional.

terima kasih cak Alam, berkat sampeyan, saya bisa curhat yg ke-3, he he he

WWW,

salam kompak,

nonot

Curhat SERI III
> Back to the lamunan.
>Jadi menurut P Nonot, strategi pendidikan tinggi di Indonesia itu kurang
> tepat ya? Bagaimana kalo muatan vocational e ditambahi?
> Model poltek semua? Wah...repot...hehehe... Banyak yg protes entar....
wa'alaikum salaaam wr wb, Cak Surya.

Alhamdulillaah, sampeyan iki pas hiru-gohan tah? denci-mail no henji ga

hayai nee. he he  he.

Inti persoalannya bukan muatan vokasi atau non-vokasi.

Tetapi pada definisi kebutuhan nasional.

Di rencana pembangunannya Presiden SBY (Peraturan Presiden RI no 7 Th

2005) sdh tampak bahwa beliau secara global tahu kekurangan bangsa kita, misalnya belum tampaknya hasil kegiatan Univ yg di implementasikan di Industri.

DEPNAKER, waktu aku kirim email kpd mereka menanyakan data kebutuhan tenaga kerja di industri, mereka tidak punya.

DIKNAS, waktu aku nanya kpd mereka jurusan apa yang akan direncanakan dibuka dan mana yang sudah tidak diperlukan & harus ditutup, juga tidak ada bayangan. Kesibukan utamanya sangat sibuk melayani permintaan pembukaan Univ baru atau jurusan baru, padahal negara kita ini sudah rekor dunia jumlah PTnya (2300 lebih; yg tanpa test pun pasti tidak dapat mhs baru, kecuali ngobral S2 & S3).

Jadi, persoalan utama di negara kita (menurut saya) adalah KITA TIDAK TAHU TTG APA YANG KITA PERLUKAN. shg tdk tahu apa yg mesti dilakukan.

Demikian curhat yang kedua, matur suwun utk cak Surya . . . gambatte neeh.

WWW,

nonot

